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PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA’ TERHADAP KEBIJAKAN
PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus Ontwerp
Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi penolakan Nahdlatul Ulama’ (NU)
terhadap Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken yang diperkenalkan
olenh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1937.  Ordonansi ini
dilatarbelakangi oleh aktivis perempuan masa itu yang menuntut dibentuknya
sebuah undang-undang perkawinan. Kebijakan ini sebetulnya mengadopsi undang-
undang Buergerlijke Stand (perkawinan sipil) yang diberlakukan di negara-negara
Eropa. Undang-undang tersebut salah satu misi dakwah Kristen-Katholik tentang
perkawinan monogami. Rumusan undang-undang tersebut banyak dipertentangkan
oleh beberapa organisasi Islam di Hindia Belanda, termasuk Nahdlatul Ulama’
karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Penelitian ini
mengungkap bentuk-bentuk penolakan NU, serta argumen-argumen yang diajukan
dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Islam di Hindia Belanda.

Penulis mengambil tiga pokok pembahasan yaitu: kebijakan kolonial
Belanda terhadap perkawinan Bumiputera, latar belakang Ontwerp Ordonantie op
de Ingeschreven Huwelijken, dan bentuk penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap
Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken. Digunakan pendekatan
sosiologi dengan teori aksi sosial dari Talcott Parsons. Penelitian ini merupakan
jenis library research (penelitian pustaka). Adapun metode yang digunakan adalah
metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi,
dan historiografi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi NU dalam merespons
Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken adalah memaksimalkan jalur
diplomasi terlebih dahulu dengan menyampaikan keberatan kepada pemerintah
Belanda karena aturan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, NU
juga menggalang dukungan dari ulama dan masyarakat melalui pengajian,
muktamar, dan media cetak untuk memperkuat penolakan terhadap ordonansi ini.
Setelah dukungan masyarakat menguat, NU terus mempertahankan sikapnya
hingga aturan tersebut tidak disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa NU
menggunakan jalur diplomasi dan dukungan sosial dalam merespons kebijakan
kolonial tersebut. Strategi ini menunjukkan keberhasilannya mempertahankan
nilai-nilai Islam dalam kebijakan perkawinan pada masa kolonial Belanda.

Kata Kunci: Penolakan, Perkawinan Sipil, dan Nilai-Nilai Islam.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai
memperkenalkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan
mengontrol kehidupan sosial, politik, dan agama di wilayah jajahannya,!
termasuk Hindia Belanda.? Salah satu kebijakan kontroversial yang diusulkan
adalah Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken tahun 1937 yang
biasa dikenal sebagai Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat,® sebuah
rancangan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan bagi penduduk
pribumi, khususnya untuk yang beragama Islam. Rancangan ordonansi ini
mencakup sejumlah aturan yang cukup revolusioner pada masanya, seperti
pemberlakuan prinsip monogami dan larangan menjatuhkan talak di luar
pengadilan.® Kebijakan ini segera memicu reaksi keras dari berbagai
kelompok, terutama dari kalangan umat Islam yang merasa bahwa ordonansi

tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam.®

1 Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2008), him. 26-29.

2 Hindia Belanda (Netherlandsh Indie) merupakan wilayah kolonial yang diperintah oleh
Belanda dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Wilayah ini mencakup kepulauan yang
sekarang dikenal sebagai Indonesia. Lihat J. Stroomberg, Hindia Belanda 1930, trans. oleh Heri
Apriyono (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), him. 3.

3 Nafi’ Mubarok, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,” Al-Hukama: The
Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2. 2012, him. 145.

4 Sakirman, “Respons terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia,” As-Salam, Vol. 3, No.
1, 2013, him. 75.

% Nety Hermawati, “Respons terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,” Al-Mizan, Vol.
11, No. 1, 2015, him. 36.



Respons dari kalangan muslim terhadap Ontwerp Ordonantie ini
bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari rasa
ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial sebelumnya. Meski pada awalnya
pemerintah kolonial mengklaim bersikap netral terhadap agama,® berbagai
kebijakan yang diterapkan justru menunjukkan adanya diskriminasi dan upaya
untuk mengendalikan Islam.” Misalnya, pada tahun 1882, pemerintah kolonial
Belanda meresmikan Lembaga Peradilan Agama, yang menandai berakhirnya
“politik tidak mencampuri masalah agama” dan semakin intensifnya campur
tangan pemerintah dalam urusan agama Islam.®

Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam semakin terlihat
pada tahun 1919 diberlakukan Indische Staatsregeling (IS), sebuah undang-
undang Hindia Belanda baru yang menganut asas hukum adat.° Di dalam
undang-undang ini, dijelaskan bahwa perkara-perkara yang melibatkan umat
Islam harus diadili oleh Pengadilan Agama Islam atau kepala adat, kecuali jika
ditentukan lain oleh undang-undang.’® Hal ini menunjukkan pengakuan
pemerintah terhadap hukum adat, namun pada saat yang sama, tetap ada upaya
untuk mengontrol praktik-praktik keagamaan yang dianggap berpotensi

mengancam kekuasaan kolonial.

® Rifdha, Hayati, Zulmuqgim, dan Fauza Masyudi, “Pendidikan Islam di Nusantara Sebelum
Kemerdekaan: Studi Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda dan Pendidikan Islam di
Indonesia,” Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 1, No. 2, 2023,
https://doi.org/10.62504/0b68az09. him. 304.

" Kholid Mawardi dan Imam Hidayat, Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama pada Masa
Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942, (Banyumas: Rizquna, 2023), him, 57

8 Abdul Haq Syawqi, “Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya
Terhadap Hukum Islam,” Al’Adalah, Vol. 24, No. 1, 2021, him. 34.

® Fitria Mulyawan, dkk., “Politik Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di
Indonesia,” Ensiklopedia Social Review, Vol. 3, No. 2, 2021, him. 114.

10 1bid., hlm. 114-115.



Rancangan ordonansi terhadap perkawinan Bumiputra 1937 muncul
dalam konteks meningkatnya tekanan dari organisasi-organisasi perempuan®!
yang mengkritik praktik-praktik perkawinan dalam masyarakat Islam.'? Sejak
Kongres Wanita Indonesia tahun 1928, isu-isu seperti poligami, perkawinan di
bawah umur, kawin paksa, dan talak sewenang-wenang menjadi perhatian
utama.”® Organisasi-organisasi ini menuntut lahirnya undang-undang
perkawinan yang lebih melindungi hak-hak perempuan. Tokoh-tokoh
perempuan seperti RA Kartini dan Rohana Kudus sudah lama mengkritik
keburukan-keburukan dalam perkawinan.*

Meskipun ada dukungan dari beberapa organisasi perempuan
terpelajar terhadap ordonansi tersebut,®> namun mayoritas umat Islam,
termasuk Nahdlatul Ulama’ (NU), menolak ordonansi tersebut dengan tegas.*®
NU, sebagai salah satu organisasi Islam di Hindia Belanda, memandang
rancangan ini sebagai upaya pemerintah kolonial untuk campur tangan dalam
urusan agama, yang dianggap sangat sensitif dan penting bagi umat Islam.?’

Penolakan ini bukan hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga pada

11 Aktivis dan organisasi yang mendukung dibentuknya ordonansi perkawinan diantaranya,
Suwarni, Istri Sedar, Putri Budi Sedjati, Sarekat Kaum Ibu Sumatera dan Perkumpulan Perempuan
Minangkabau yang terbagi menjadi dua pihak. Lihat Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, him.
154.

12 Sita Thamar van Bemmelen dan Mies Grijns, “Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus
Perkawinan Anak dari Masa ke Masa,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Vol. 30, No. 3, 2018, https://doi.org/10.22146/jmh.38093, him. 524.

13 Sakirman, “Respons Terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia,” him. 75.

"'Ibid., hIm. 75-76.

15 Linda Firdawaty, “Kontektualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim),” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.
9, No. 2, 2017, https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3250, him. 170.

16 Mawardi dan Hidayat, Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama pada Masa Penjajahan
Belanda Tahun 1926-1942, him. 66-67.

17 Ibid., him. 69.



kekhawatiran bahwa ordonansi ini akan mengikis otoritas agama Islam dalam
masyarakat.’® Sebagai respons terhadap rancangan tersebut, NU segera
mengorganisir perlawanan melalui berbagai cara. Penolakan terhadap Ontwerp
Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken tahun 1937 oleh NU dan kelompok
Islam lainnya pada akhirnya memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk
mencabut rancangan tersebut.*®

Latar belakang penolakan terhadap rancangan ordonansi ini juga
mencerminkan dinamika yang lebih luas antara kekuasaan kolonial dan
resistensi lokal. Pemerintah Hindia Belanda, yang pada awalnya berusaha
mengontrol umat Islam melalui kebijakan-kebijakan yang kelihatannya netral,
akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut
justru memicu perlawanan yang lebih besar. Respons dari NU terhadap
rancangan ordonansi ini menjadi salah satu contoh bagaimana organisasi-
organisasi Islam di Hindia Belanda mulai memainkan peran penting dalam
mengartikulasikan dan mempertahankan hak-hak mereka di bawah kekuasaan
kolonial.

Dengan demikian, studi ini berusaha untuk menganalisis lebih
dalam mengenai bentuk penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap Ontwerp
Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken tahun 1937. Studi ini tidak hanya

melihat bagaimana strategi NU menolak rancangan tersebut, tetapi juga

18 Kholid Mawardi, “The Rejection of Kyai Nahdlatul Ulama to the Anti-Polygamy Bill
for The Dutch East Indies Colonial Government,” International Journal of Scientific Research and
Management, VVol. 10, No. 04, 2022, https://doi.org/10.18535/ijsrm/v10i4.sh03, him. 1062.

1 Hermawati, “Respons terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,” him. 36.



mengeksplorasi konteks sosial, politik, dan keagamaan yang melatarbelakangi

perlawanan ini.

Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, penelitian ini
berfokus pada penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap Ontwerp Ordonantie op
de Ingeschreven Huwelijken tahun 1937. Penelitian ini mengungkap strategi
penolakan NU, serta argumen-argumen yang diajukan dalam rangka
mempertahankan nilai-nilai Islam di Hindia Belanda. Pemilihan tahun 1937
sebagai fokus utama didasarkan pada pentingnya tahun tersebut sebagai
momen pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan kebijakan kontroversial
yang memicu penolakan luas dari kalangan umat Islam, terutama NU. Respons
NU terhadap ordonansi ini menunjukkan peran organisasi dalam
mempertahankan ajaran Islam di bawah kebijakan kolonial. Adapun
pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam menganalisis objek kajian
yakni:

1.  Bagaimana kebijakan perkawinan masa kolonial Belanda?

2. Mengapa Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken
dirumuskan?

3. Bagaimana strategi penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap Ontwerp

Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai permasalahan di atas yakni sebagai
berikut:
1.  Menganalisis kebijakan perkawinan masa kolonial Belanda.
2. Menjelaskan alasan perumusan Ontwerp Ordonantie op de
Ingeschreven Huwelijken.
3. Mengkaji strategi penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap Ontwerp

Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap referensi-
referensi terdahulu, penulis menemukan beberapa pustaka yang dapat dijadikan
sebagai tinjauan pustaka terhadap penelitian ini karena memiliki keterkaitan
dengan tema penelitian, yaitu:

Skripsi karya Dewi Juwita dari Fakultas Adab dan llmu Budaya,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2005 yang berjudul “Kebijakan
Politik Pemerintah Kolonial Belanda dan Reaksi Umat Islam Indonesia tahun
1889-1942”. Skripsi ini membahas kebijakan kolonial Belanda dan respons
umat Islam dalam periode yang lebih luas, mencakup berbagai kelompok
seperti modernis, tradisionalis, dan nasionalis. Skripsi ini tentu memberikan
gambaran umum bagi penulis mengenai kebijakan kolonial yang dihadapi umat
Islam, serta bagaimana berbagai kelompok meresponsnya. Berbeda dengan

skripsi penulis, yang fokus kepada salah satu kebijakan perkawinan pada tahun



1937 dan penekanan pada penolakan Nahdlatul Ulama’. Penelitian penulis
menganalisis secara khusus bagaimana NU merespons kebijakan tersebut.
dengan demikian, meskipun kedua skripsi membahas topik yang terkait dengan
kebijakan kolonial Belanda, dan respons umat Islam, namun skripsi peneliti
lebih terfokus dalam menganalisis satu aspek kebijakan sejarah hukum
perkawinan di Hindia Belanda.

Aurtikel karya Sakirman, dalam jurnal As-Salam, volume 3, nomor 1,
tahun 2013 berjudul “Respon terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia”.?
Artikel ini membahas mengenai respons berbagai pihak di Indonesia, termasuk
masyarakat dan organisasi keagamaan, terhadap berbagai regulasi perkawinan
dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Artikel ini cakupannya luas dan
analisis yang menyeluruh terhadap perkembangan hukum perkawinan di
Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini membantu penulis memberikan
gambaran komprehensif tentang bagaimana regulasi perkawinan di Indonesia
telah berkembang dan bagaimana berbagi pihak meresponsnya sepanjang
sejarah. Adapun persamaan karya tersebut dengan karya penulis yaitu sama-
sama membahas respons terhadap hukum perkawinan serta memahami
pengaruhnya terhadap masyarakat. Perbedaan keduanya terletak pada cakupan
dan ruang lingkup. Karya Sakirman mencakup berbagai regulasi perkawinan
dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan dengan fokus yang lebih luas,

sementara penulis secara khusus meneliti strategi penolakan NU terhadap satu

20 Sakirman, “Respon terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia.”



rumusan ordonansi yaitu Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken
tahun 1937, dengan analisis yang mendalam dan terfokus.

Artikel Kholid Mawardi dengan judul “Komunikasi Politik NU
dengan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda tentang Rancangan Undang-
Undang Anti Poligami Perspektif Deliberatif Jurgen Habermas,” Al-Munqidz,
volume 10, nomor 1 tahun 2022.%* Membabhas interaksi politik antara Nahdlatul
Ulama’ dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terkait Ontwerp
Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken. Dalam artikel ini dibahas
mengenai komunikasi NU dengan kolonial Belanda sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi deliberatif, yang menekankan pentingnya dialog rasional,
keterlibatan publik, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Dengan
demikian, artikel ini memberikan wawasan kepada penulis tentang bagaimana
NU menggunakan strategi komunikasi dalam menghadapi kebijakan kolonial
yang mengatur rumusan ordonansi tersebut di kalangan umat Islam. Berbeda
dengan penelitian yang dilakukan, penulis membahas secara historis, dengan
ruang lingkup lebih spesifik pada kebijakan perkawinan pribumi dan penolakan
NU terhadap ordonansi tersebut.

Buku Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama’ pada Masa
Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942 karya Kholid Mawardi tahun 2023 yang

diterbitkan Rizquna, Banyumas.?> Buku ini menguraikan bagaimana Nahdlatul

2l Kholid Mawardi, “Komunikasi Politik NU dengan Pemerintahan Kolonial Hindia
Belanda Tentang Rancangan Undang-Undang Anti Poligami Persepektif Demokrasi Deliberatif
Jurgen Habermas,” Al-Mungidz, VVol. 10, No. 1, 2022.

22 Mawardi dan Hidayat, Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama pada Masa Penjajahan
Belanda Tahun 1926-1942, (Banyumas: Rizquna, 2023).



Ulama’ didirikan untuk melindungi paham keagamaan Islam tradisionalis dari
provokasi Islam modernis serta menerangkan bagaimana NU beradaptasi
dengan berbagai tantangan sosial, sosial, selama penjajahan Belanda. Buku ini
juga membahas terkait relasi sosial dan politik NU secara umum selama
periode penjajahan Belanda. Fokus membahas berbagai aspek interaksi NU
dengan pemerintah kolonial serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan politik
secara luas. Kaitannya dengan karya penulis adalah buku ini memberikan
konteks sejarah yang lebih luas mengenai bagaimana NU berinteraksi dengan
kebijakan kolonial. Sementara itu, bedanya dengan karya penulis adalah
terletak pada cakupan dan tujuan. Penelitian ini menganalisis secara terperinci

terhadap satu kebijakan yang lebih spesifik.

E. Landasan Teori

Menghadapi kompleksitas gejala historis, diperlukan pendekatan
yang dapat menyaring data relevan untuk menghasilkan gambaran sejarah yang
akurat. 2 Langkah penting dalam proses ini adalah analisis, yang diharapkan
dapat menjelaskan berbagai aspek kebijakan pemerintah kolonial Belanda
terhadap umat Islam di Hindia Belanda, termasuk latar belakang, penerapan,
dan dampaknya.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam

merupakan bagian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial,

23 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 4.
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ekonomi, budaya, dan agama. Implementasi kebijakan tersebut seringkali
memicu beragam respons dari masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan
kekacauan. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan
pendekatan sosiologi. Melalui pendekatan sosiologi, penelitian ini menyajikan
analisis historis yang mendalam mengenai keterkaitan antar peristiwa,
sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika
sosial yang terjadi.>* Studi ini menggunakan teori aksi sosial dari Talcott
Parsons sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana tindakan NU
terhadap Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken. Tindakan
tersebut dilihat bagaimana upaya NU berkontribusi pada kestabilan sistem
sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Ibnu Khaldun
sebagai seorang ilmuwan sosiolog berpendapat bahwa sosiologi merupakan
suatu sarana untuk memahami kejadian di masyarakat dalam aspek sejarah dan
kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi.?> Melalui perspektif sosiologi,
penelitian ini menganalisis bagaimana struktur sosial masyarakat Muslim pada
masa itu, termasuk norma, nilai, dan sistem kepercayaan, mempengaruhi sikap
NU terhadap kebijakan kolonial. Pendekatan ini juga memungkinkan
pengkajian relasi kekuasaan antara NU sebagai representasi umat Islam dan
pemerintah kolonial Belanda sebagai otoritas yang menerapkan kebijakan.

Pendekatan sosiologi yang menekankan pentingnya memahami kondisi sosial

43.

24 Soerjono Soekanto, Aturan-Aturan Metode Sosiologis, (Jakarta: Rajawali, 1985), him.

25 Abdurrahman lbnu Khaldun, Mugadimah, 5 ed. (Beirut Libanon: Dar al Qalam, 1983),

him. 120-121.
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dan aspek sejarah suatu masyarakat, digunakan untuk menjelaskan dinamika
sosial yang melatarbelakangi resistensi NU. Dengan demikian, pendekatan
sosiologi membantu mengungkapkan hubungan antara fenomena historis dan
konteks sosial yang memengaruhi respons NU terhadap kebijakan tersebut.

Teori aksi sosial (social action theory) dari Talcott Parsons
menjelaskan bahwa tindakan sosial selalu terjadi dalam suatu konteks sistem
sosial yang saling terkait, setiap bagian dari sistem memiliki ketergantungan
dan mempengaruhi satu sama lain. Parsons menekankan bahwa dalam sistem
sosial, terdapat ketertiban yang dijaga melalui keseimbangan antar bagian, dan
perubahan dalam sistem dapat terjadi dengan cara yang teratur.?® Aksi sosial
dalam pandangan Parsons adalah respons terhadap struktur sosial yang ada,
yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma dalam masyarakat.?’ Tindakan
individu atau kelompok, termasuk organisasi seperti Nahdlatul Ulama’,
merupakan bentuk interaksi dalam sistem sosial, yang bertujuan untuk
mempertahankan keseimbangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ini untuk
menganalisis penolakan NU terhadap Ontwerop ordonantie op de
Ingeschreven huwelijken. NU, sebagai bagian dari sistem sosial Hindia belanda
pada masa kolonial, memberikan respons terhadap kebijakan perkawinan
kolonial sebagai reaksi terhadap struktur sosial yang dipengaruhi oleh

kebijakan Belanda, dengan mempertahankan nilai-nilai Islam dan norma sosial

2 George Ritzer, Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir
Postmodern, terj. Raut Pasaribu, dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), him. 412.
2 |bid., 415.
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yang dianutnya. Respons NU juga dapat dilihat sebagai upaya menjaga
keseimbangan sosial dan identitas komunitas Muslim di tengah tekanan
kebijakan kolonial.

Teori tersebut digunakan untuk memfokuskan pembahasan sesuai
dengan judul yang diambil yakni penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap
rumusan ordonansi perkawinan tahun 1937. Seperti yang sudah dijelaskan
bahwa kolonial Belanda merumuskan undang-undang yang dianggap
bertentangan dengan ajaran Islam. Pada akhirnya NU menolak dengan keras

rumusan ordonansi tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara, jalan atau petunjuk pelaksanaan
dalam penyelidikan atas sesuatu masalah dengan mengaplikasikan jalan
pemecahnya.?® Penelitian yang dilakukan merpakan penelitian kualitatif dan
termasuk penelitian pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian sejarah yang mempunyai tujuan menguji serta menganalisis secara
kritis sumber data terkait tema penelitian sampai menjadi karya sejarah.?
Metode sejarah mencakup empat tahap kegiatan, yaitu heuristik, verifikasi,

interpretasi, dam historiografi. °

28 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2017), him. 173.

2 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Ul Press,
1985), him. 32.

30 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Depok: Rajawali Press,
2015), him. 29.
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Heuristik

Heuristik adalah tahapan mencari sumber-sumber sejarah dan
kemudian mengumpulkannya. Berdasarkan jenisnya, sumber sejarah
dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.
Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi sumber tertulis berupa
arsip koran, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang diperoleh baik dari
kunjungan Perpustakaan Nasional Indonesia serta penelusuran internet.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber
sezaman dengan peristiva Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven
Huwelijken yaitu majalah Pemandangan, Berita Nahdlotoel Oelama’ dan
koran Soeara Oemoem. Penulis menggunakan dua macam jenis data untuk
mendukung penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah
dokumen perumusan undang-undang Ontwerp Ordonantie op de
Ingeschreven Huwelijken, Burgerlijk Huwelijksordonnantie dan majalah
Pemandangan, Berita Nahdlofoel Oelama’ yang berisi mengenai
penolakan dari organisasi NU mengenai rumusan undang-undang
Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken. Selain itu, penulis
juga mendapatkan sumber sekunder yang digunakan sebagai referensi
tambahan, seperti buku, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal penelitian
terdahulu terkait dengan topik penelitian ini. sumber-sumber tersebut
peneliti dapatkan baik berupa buku cetak yang ada di perpustakaan

maupun elektronik yang didapatkan melalui penelusuran secara online.
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Verifikasi

Verifikasi yaitu mengadakan kritik terhadap data dan sumber yang
diperoleh baik kritik ekstern maupun intern. Kritik ekstern adalah langkah
yang diambil untuk memproses atau menyeleksi data yang dilihat dari luar
(fisik) mengenai sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Sedangkan
kritik intern yaitu kegiatan proses seleksi terhadap inti dari sumber-sumber
sejarah yang telah melewati kritik ekstern.

Dalam melakukan kritik ekstern, penulis melakukan kritik dengan
cara melihat bentuk fisik sumber data tertulis berupa buku dan literatur.
Aspek fisik tersebut dilihat dari pengarang, tempat penerbitan sumber,
tahun, serta gaya bahasa dan ejaan yang digunakan pada setiap dokumen
yang diperoleh. Sedangkan pada tahap kritik intern, penulis melakukan
kritik sumber dengan cara membandingkan isi dari dokumen-dokumen
yang telah diperoleh dan berupaya untuk memahami apakah informasi dari

dokumen-dokumen tersebut memang benar adanya atau justru sebaliknya.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan analisis terhadap sumber
atau data sejarah yang telah di verifikasi kemudian disatukan sehingga
dapat ditarik sebuah kesimpulan. Tahap ini penulis menghubungkan
keterangan dari hasil wawancara satu dengan yang lain, kemudian
ditafsirkan secara historis dan kronologis. Sesuai dengan topik bahasan
yang dikaji, penulis mencoba menginterpretasikan data-data yang

ditemukan menggunakan pendekatan sosiologi dan didukung dengan teori
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aksi sosial dari Talcott Parsons. Dengan analisis tersebut, penulis berharap
dapat menginterpretasikan dan menghubungkan fakta-fakta yang
diperoleh serta mampu mengungkap fakta-fakta tersebut secara deskriptif,
logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Historiografi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian. Penulis
menyajikan pengolahan data-data dalam bentuk tulisan ilmiah. Penulisan
ilmiah meliputi pengantar hasil penelitian dan kelengkapan. Dalam setiap
bagiannya dijabarkan dalam bab-bab kemudian sub-bab dengan
memperhatikan korelasi antar bagian. Pemaparan hasil penelitian budaya
yang telah dilakukan berusaha menyajikan secara sistematis dan

kronologis agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disajikan dengan suatu rangkaian pembahasan secara
sistematis yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Rangkaian tersebut
terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Akan tetapi untuk memudahkan maka
dimasukkan dalam bab-bab, sub-bab tertentu. Penelitian ini secara spesifik
dibagi dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar
belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika
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pembahasan. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang
menjadi bahasan selanjutnya.

Bab kedua membahas mengenai sejarah dan perkembangan
kebijakan perkawinan di Hindia Belanda, dengan fokus khusus pada kebijakan
yang diterapkan penduduk bumiputra. Penulis mengeksplorasi bagaimana
kebijakan-kebijakan ini berkembang seiring waktu, termasuk aturan-aturan
spesifik mengenai perkawinan, seperti poligami, perceraian, dan pencatatan
perkawinan. Selain itu, bab ini juga menganalisis dampak kebijakan tersebut
terhadap kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat bumiputra,
memberikan konteks yang penting untuk memahami perumusan dan penerapan
kebijakan kolonial dalam ranah perkawinan.

Bab ketiga mengkaji proses latarbelakang perumusan Ontwerp
Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken, dengan fokus khusus pada pro dan
kontra yang muncul di masyarakat dan kalangan tokoh-tokoh agama, termasuk
Nahdlatul Ulama’.

Bab keempat membahas bagaimana Nahdlatul Ulama’ menolak
perumusan Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken termasuk
langkah-langkah yang diambil NU untuk menolak ordonansi tersebut. Analisis
ini mencakup strategi yang digunakan NU dalam menyampaikan penolakan,
baik melalui jalur formal seperti muktamar maupun melaui kegiatan sosial dan

keagamaan yang melibatkan anggota simpatisan NU.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken tahun 1937
merupakan salah satu kebijakan yang dirumuskan pemerintah kolonial
Belanda untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim di Hindia Belanda.
Kebijakan kolonial terhadap perkawinan di Hindia Belanda secara umum
diatur berdasarkan pembagian golongan masyarakat, yaitu golongan Eropa,
Timur Asing, dan bumiputra. Bagi masyarakat bumiputra, hukum perkawinan
dikelompokkan berdasarkan agama dan adat istiadat. Hukum ini mengalami
berbagai perubahan dan penyesuaian yang bertujuan untuk mendukung

kepentingan kolonial.

Dalam kebijakan Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven
Huwelijken, pemerintah kolonial mencoba mengatur hukum perkawinan
Islam bumiputra secara lebih ketat, seperti melarang poligami, membatasi
perceraian, dan mewajibkan pencatatan sipil. Kebijakan ini didasarkan pada
tujuan untuk menciptakan keseragaman hukum dan mendukung modernisasi
ala Barat. Namun, rancangan kebijakan tersebut menimbulkan penolakan,
terutama dari umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan syariat dan

adat yang sudah berlaku dalam masyarakat.

Nahdlatul Ulama’ sebagai organisasi Islam, memberikan respons

yang tegas. Dalam Muktamar NU ke-12 di Malang, NU menyatakan secara
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resmi menolak ordonansi tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pandangan
bahwa aturan dalam ordonansi tidak sesuai dengan ajaran Islam dan
mengancam tatanan sosial masyarakat. NU juga memandang kebijakan ini
sebagai bentuk campur tangan kolonial terhadap hukum agama yang selama

ini menjadi pedoman umat Islam.

Untuk menegaskan sikapnya, NU mengambil langkah-langkah
strategis seperti melakukan kampanye penolakan melalui pertemuan dan
pengajian, serta membentuk komisi khusus yang bertugas mengawal isu ini.
Melalui langkah-langkah tersebut, NU mampu menggerakkan masyarakat
untuk menolak ordonansi. Akhirnya tekanan dari NU dan berbagai elemen
masyarakat lainnya berhasil memengaruhi keputusan pemerintah kolonial

untuk tidak mengesahkan rancangan ordonansi tersebut.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa respons NU terhadap
kebijakan kolonial perkawinan tidak hanya menujukkan upaya
mempertahankan hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa organisasi
keagamaan seperti NU bisa menjadi kekuatan yang kuat untuk melawan
kekuasaan kolonial. NU berhasil menunjukkan bahwa hukum dan tradisi
lokal dapat tetap dipertahankan meskipun berada di bawah tekanan kekuasaan

kolonial.
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Saran

Penelitian sejarah mengenai kebijakan kolonial Belanda terhadap
perkawinan Islam perlu dikembangkan lebih luas lagi untuk memahami
bagaimana hukum Islam bertahan di bawah tekanan sistem kolonial dan
pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional. Kajian ini juga relevan untuk
mengeksplorasi dinamika hubungan antara hukum agama dan hukum negara

yang masih menjadi isu penting hingga kini.

Penolakan Nahdlatul Ulama’ terhadap Ordonansi Perkawinan
Bumiputra hanyalah salah satu contoh respons organisasi Islam terhadap
kebijakan kolonial Belanda yang merugikan umat Islam. Hal ini tentunya
menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya y dfang tertarik dengan bahasan
serupa, seperti di berbagai bidang, baik hukum, pendidikan, maupun
ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh
mengenai strategi perjuangan umat Islam di masa kolonial dan kontribusi

mereka dalam mempertahankan identitas keagamaan.
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